
Meningingat 

b. bahwa be<dasarkan Rencana Tata Ruang Wlfayah Kabupaten 
Bekasi terdapal Zona lnd.ustri yang terte!ak di Oesa Pantai 

Makmur Oesa Segarajaya dan Samudra Jaya 
Kecamatan Tarumajaya serta Oesa Buni Bakli dan Oesa Mua.ra 

Baktf Kecama.tan Babelan, maka untuk pengendalian 
pemanfaatan ruang, penata.an bangunan da.n lingkungan agar 

terintegrasl pada setiap kegia.tan perlu dibuat rencana 

penataannya : 

c. bahwa be<da.sarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas. rencana penataan zona tndustri 

tersebut dlretapkan dengan Pera.turan Bupati. 

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa Baral 

(Benta Negara Republik Indonesia T ahun 1950); 

- 

a. bahwa Zona lndustti adalah merupakan lol<asi kegiatan industri 

diluar Kawasan lndustri yang dialokasikan untuk menampung 
kegiatan lndustri besar dan lndustri menengah berdasall<an 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi dan Rencana 
Detail Tata Ruang Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan 

Babelan Kabupaten Bekasi; 

Menimbang 

BUPATI BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG ZONA INDUSTRI PADA BLOK TJ-006, TJ-007, 
TJ-008, BB-006, BB-007 DI KECAMATAN BABELAN 

DAN DI KECAMATAN TARUMAJAYA 
KABUPATEN BEKASI 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 23 TAHUN 2010 

SERI: NOMOR: 
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8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4n5): 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Lingkungan HidUP (Lembaran Negara Republik lndonesla Tahun 

2009 Nomor 68. Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699) 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Repvblik Indonesia Nomor 3681): 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247 ) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) seoagaimana telah beberapa kal, d,ubah teral<tlir 

dengan Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik lndooesla 
Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republtk 
Indonesia Nomor 4844 ): 

- 

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 31 ) . 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia 

Nomor 3469 ) : 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 teotang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia 
Nomor 3699 ) : 



18.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubfilc 
Indonesia Tahun 2010 Nornor 21. Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5103}; 

19. Peraruran Memeri Negara Perumahan Rakyat Nomor 

14/PermenlM/2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan 
Kawasan Khusus; 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemenntahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik lndooesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4347); 

- 

16.Peraturan Pernerintah Nornor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 4532, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndooesia Nomor 4532 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 T ahun 1985 ten tang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 1985 Nome>< 38. 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294 ); 

12.Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3338); 

13. Peraturan Pernerintah Nomor 69 T ahun 1996 ten tang 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Gara 
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 

14.Peratvran Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tu,gkat 
Kelelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wllayah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934 ) ; 

lO Per.llur.ffl Pememtah Nomor 22 Tahlsn 19$2 tentang lrrigajs 
rtembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19a2 Nomor 37, 
T ambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3225); 



3. Bupati adalah Bupat, Bekasi, 

4. Dinas adalah Saluan Ke1]a Perangkat Oaerah do Lingkungan Perne<intah 

Kabupaten Bekasl yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang T ala Ruang; 

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi; 

2. Pemerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi: 

Oalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
-- 

: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA DETAIL 

TATA RUANG ZONA INOUSTRI PAOA BLOK TJ~. TJ.007, 
TJ-008, 88-006, 88-007 01 KECAMATAN BABELAN DAN 01 

KECAMATAN TARUMAJAYA KABUPATEN BEKASt 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

21. Peraturan Oaerah Kabupaten Bek:8.si Nomor 9 Tahun 2002 

tentang Garis Sempadan Milik Jalan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bekasi T ahun 2002 Nomor 8 Seri D ); 

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bel<asi Tahun 

2003 - 2013, sebagaimana telah diubah yang pertama kalinya 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana T ala Ruang 

Wilayah Kabupaten Bekasl T ahun 2003 - 2013 (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 4); 

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Relribusi lzin 

Pemanfaatan Ruang; 

Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan lndusbi; 

Negara Perumahan Rakyat ~ 

tentang Petuniuk Pelaksanaan 

2Q Pemuran Menten 

16/Permen/Ml2006 



12. Pengendalian Pernanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata 

ruang; 

13. Perencanaan Tata Ruang adalah statu proses penyusunan tata ruang 
meningkatkan kualitas rnanusia dengan pemanfaatan ruang yang secara sistematis 

menggambarkan ikatan fungsi lokasi secara terpadu bagi belbagai kegiatan; 

14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang melipu1l peogaturan, 

pembinaan, pelaksanaan. dan pengawasan penataan ruang; 

1~. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagl 

pemerintah, pemenntab daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang; 

16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelanggaraan penataan 

ruang dapat disesuail<an dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografos ser1a segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan/atau aspek fungs,onal. 

18. Zona lndustri adalah t>entangan la.han yang diperuntukan bagi kegiatan industri 
berdasarkan rencana !ala ruang Wllayah , 

10. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang. pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang; 

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 

ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan penetapan 

rencana tata ruang; 

1awa11; e .,. o, i:.,ang Tata Ruang 

6.. Rua,g MZ11r - yang mefiputi ruang darat. ruang laut dan ruang udara 

lemlaSUk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusl3 dan 

makhluk hidup lain. melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya; 

7 Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 

8 Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jeringan 

sarana dan prasarana yang bberfungsi sebagai pendukung kegiatan social 

ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memilild hubungan fungsional; 

9. Pola Ruang adalah distribusi pewntukan ruang dalam statu wilayah yang meliputi 

peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya; 

5- Kee: z ll?llma •-• •« 11 Salltan K.el)a Perangkat Daerah yang n,gas dan 



~ncana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan sebagaimana 
~cantum datam lampiran Peta Blok TJ-006, TJ-007, TJ-008. BB-006, 88-007 yang 
merupakan bagian tidak terpcsahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Rencana Detail Tata Ruang dalam Peraturan Bupati ini berdasari<an Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi T ahun 2003 - 2013 seluas ± 700 Ha: 

Pasal 2 

BA.Bii 
PENA T AAN ZONA INDUSTRI 

24. Zona adalah kawasan atau area yang merniliki fungsi dan karakteristik yang 
spesifik. 

19 Ruaog Te<bui<a ~ adalah area~ danlatau mengelompol<. yang 
penggunaaooya leb4h belS4fat terbuka, tempat tumb<Jh tanarnan, baik yang tumb<Jh 

secara atamiah maupun yang sengaja ditanam: 

20 Rencana Tata Ruaog Witayah Kabupaten Bekasi selanjutnya disebvt RTRW 
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupate<t Bel<asi yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

21 Perumahan adalah Kelompok rumah yang berfungsi sebagai iingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian yang diieflgkapi dengan prasarana dan sarana 

liogkungan; 

22. Permukiman ooalah Bagian dari lingkungan hidup di tuar kaWasan lindung., baik 
yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 
rnendukung perikehidupan dan penghidupan; 

23. Rencana Detail Tata Ruang adalah produk perencanaan tata ruang pada lingkat 

paling rendah dengan tiogkat kedalaman setara dengan peta skata 1 : 10.000 s/d 
1 : 5.000 yang menunjukan bentuk letal-letak komponen ruang statu kawasan pada 
blok tertentu; 



a. Jaringan jalan lrngtwngar, sesua, deogan ketenruan teknis yang benaku; 

Ketentuan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 

adalah sebagai berikut 

Pasal 6 

KEWAJIBAN PENYEOIAAN PRASARANA DAN SARANA BAGI PERUSAHMN YANG 
BERADA DI ZONA RENCANA DETAIL TATA RUANG 

BAB N 
• 

i. 

f. 

9. 
h. 

e. 
d. 
c. 
b. 

Jaringan jalan utama dan lingkungan: 

Saluran pembuangan air; 
lnstalasi penyediaan air bersih; 

Jaringan listrik; 
Jaringan telekomunikasi; 

Sarana pengendalian dampak lingkungan; 
Penerangan Jalan; 

Penyediaan hydrant 
Perumahan dan Pennukiman. 

a. 

Rencana Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dirnaksud pada Pasal 2, 

penataannya meliputi infrastruktur dan sarana penunjang yang berupa : 

Pasal 5 

a. Sebelah Utara Jalan Alteri Untas U1ara; 

b. Sebelah Timur Kali CBI.; 
c. Sebelah Selatan Rencana JORR-2; 
d. Sebelah Barat Jalan Kolektor Tarumajaya - Marunda 

Batas-batas Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 

Pasal 3 adalah sebagai berikut : 

BAB Ill 
BATAS-BATAS 

Pasal4 

- 



Ha~hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupali ini, sepanjang mengenai teknls 

pelaksanaanya akan ditetapkan kemudian. 

Pasal 8 

KETENTUANPENUTUP 

BAB VI - 
Pengawasan dan pengendalian alas pelaksanaan Peraturan Bupati ini diakukan oleh 
Saluan Kelja Perangkal Daerah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya 

Pasal7 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

BAB V 

b Sall.Iran pembuangan u ~n (draina~ yang bemluara kepada sa!uran 

pembuangan sesua1 kelentuan teknls dan dinas; 
c. lnstalasi peoyediaan air bersih diusahakan sumbemya berasal dari perusahaan air 

mlnum (PDAM) dan/atau dari sistem yang diusahaka.n sendiri oleh perusahaan; 
d Jnstalasi penyediaan clan jaringan dlsttibusi tenaga listrik sesual dengan ketentuan 

PLN yang sumber tenaga r.striknya dapat berasal dari PLN dan/atau perusahaan 

penyedla Jistrik swasta; 
e. Jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang 

berlaku: 
f Sarana pengendalian dampak misalnya penge~aan air ~mbah industri, 

penampungan sementara limbah padat sesuai dengan keputusan per.;etujuan 
AMDAL, UKL dan UPL: 

g. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
h Penyediaan hydrant sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditentukan ; 

L Pengalokasian ruang yang diperuntukkan bagi pembangunan perumahan dan 
permukiman sebagai sarana l)Munjang kegiatan industri. 
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SERITA DAERAH KABUPATEN BEKAS! TAHUN 2010 NOMOR -, 

.,. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS~ ,!.;, 

Oiundangkan di Cikarang Pusat 
Pada tanggal '7 ~....,_,t,. 2010 

H. SA'DUDOIN 

ltd 

BUPATI BEKASI 

Oitetapl<an di Cil<arang Pusat 
pada tanggal 27 Agustus 2010 

.Agar seuap orang dopat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini c!engan menempatkannya dalam Belita Oaerah Kabupaten Bekasi, 

Peraturan Bupan 1111 mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
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